TANGGUNG JAWAB PIDANA TERHADAP PELAKU CYBERBULLYING YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN

Dr.Otto Yudiyanto S.H,M.Hum., dan Thereza Damayanti
Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Jalan Semolowaru Nomor 45,Surabaya 60118,Indonesia
081333319396, therezaeca30@gmail.com

ABSTRACT

Recently the development of technology and information in our society is very sophisticated as well ability
to speak out their opinion.But unfortunately the utilization technology and information,many people
misinterpret the function of information technology itself. With the abundance of social media,the social
media is functioning as a forum for the comunnity to appreciate their selves as well as to argue freely. But
what will happened social media is applied to provoke negativee container by the society. At the same
time,information techology is also very effective to committed against the law and creating a new
crime.Crimes resulting from an information technology is mentioned cybercrime.Cybercrime activity which
contain threating,insulting,harassment,violence,cornering,pigeonhole,discredited,an even a murder could
happened,and its caused the activity of cyberbullying. Some people do not pay attention on what is
cyberbullying,more ever cyberbullying which conduct on a murder.So,how is the legal arragement for the
perpetrators who commit cyberbullying that caused people die and how the perpetrator must responsible
for the murder that already one.By using normative research and legal approaches and the concept of the
problem examined.In the activity of cyberbullying,the perpetrator can be categorized to have committed a
murder as also explained in Article 338 and 340 of the Indonesian Criminal Law.The another legal
regulations which contain elements of self-bullying are also mentioned in Act.No.11 Year 2008 about
Information and Transactions Electronics as amended by Act No.19 Year 2016 about Amandements of
Information and Transactions Electronics, Act No.32 Year 2002 about Concerning Broadcasting,Act No.23
Year 2002 about Child Protection as amended by Act No.35 Year 2014,Act No.39 Year 1999 about Human
Rights,Act No.11 Year 2012 about Child Criminal Justice System,and Act No.44 Year 2008 about
Pornography. Homever,so far there is no specific regulations which could arrest perpetrators who
committed bullying by using information media or electronic documents as their main medjia.
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ABSTRAK

Perkembangan teknologi dan informasi kini masyarakat lebih menggunakan teknologi dan informasi yang
canggih dalam kehidupan sehari-hari begitu juga dengan hal berpendapat.Namun sayangnya dalam
penggunaan teknologi dan informasi inilah masyarakat banyak yang menyalah artikan kegunaan dari
teknologi informasi itu sendiri. Dengan banyaknya media sosial maka media sosial tersebut dijadikan
wadah masyarakat untuk mengapresiasikan dirinnya begitu juga dengan berpendapat secara bebas. Namun
apa jadinnya jika media sosial tersebut dijadikan wadah negatif oleh masyarakat. Teknologi informasi juga
sekaligus menjadi sarana yang sangat efektif untuk melakukan sebuah perbuatan melawan hukum dan
memunculkan sebuah tindak pidana baru. Tindak pidana yang dihasilkan dari sebuah teknologi informasi
disebut dengan cybercrime atau yang biasa dikenal dengan kejahatan dunia maya . Tindakan cybercrime



sendiri dapat dilakukan dengan menggunakan peralatan apa saja yang dapat terhubung dengan internet.
Dalam dunia maya sendiri perbuatan yang mengandung unsur pengancaman,penghinaan,pelecehan, ke
kerasan,menyudutkan,memojokkan,mendiskritipkan dan bahkan dapat menghilangkan nyawa seseorang
dapat terjadi. Hal tersebut dikena dengan perbuatan cyberbullying .Cyberbullying masih belum banyak
diketahui masyarakat yang dimana perbuatan tersebut dapat menghilangkan nyawa seseorang. Lalu
bagaimanakah pengaturan hukum terhadap pelaku yang melakukan perbuatan cyberbullying yang telah
mengakibatkan kematian seseorang dan bagaimanakah tanggung jawab pelaku atas perbuatan
tersebut.Dengan menggunakan jenis penelitian normatif dan pendekatan undang-undang dan konsep maka
permasalahan tersebut diteliti.Dalam perbuatan cyberbullying pelaku dapat dikatakan telah melakukan
sebuah delik pembunuhan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 338 KUHP atau pun Pasal 340
KUHP.Pengaturan hukum yang memuat mengenai unsur-unsur dari perbuatan cyberbullying sendiri diatur
didalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik sebagaimana telah diubah
Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-
Undang Nomor.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran,Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang No.35 Tahun 2014,Undang-Undang
No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ,Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor.44 Tahun 2008 tentang Pornografi.Akan tetapi peraturan-
peraturan tersebut belum terdapat aturan yang lebih spesifik yang dapat mengikat pelaku yang melakukan
perbuatan cyberbullying yang dilakukan dengan menggunakan media informasi atau dokumen elektronik
sebagai media utamanya.

Kata kunci : Tanggung Jawab pidana,Cyberbullying,Mengakibatkan kematian

PENDAHULUAN

Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan kebebasan dalam hal apapun,hal
tersebut seperti yang telah tertuang pada Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yakni,
“ Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat,berkumpul,dan mengeluarkan pendapat. Dan
kebebasan inilah yang menimbulkan berbagai pendapat di muka umum sesuai dengan apa yang
sudah dijelaskan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan
Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, yang menyatakan bahwa Kemerdekaan
menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan
lisan,tulisan,dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi dalam lingkungan masyarakat,saat ini
masyarakat lebih menggunakan teknologi dan informasi yang canggih dalam kehidupan sehari-
hari begitu juga dengan berpendapat.Namun sayangnya dalam penggunaan teknologi dan
informasi inilah masyarakat banyak yang menyalah artikan kegunaan dari teknologi informasi itu
sendiri. Contohnya media sosial yang saat ini sudah masuk kedalam kebutuhan masyarakat.
Dengan media sosial masyarakat menjadikan wadah untuk mengapresiasikan dirinnya begitu
juga dengan berpendapat secara bebas. Namun media sosial tersebut dijadikan wadah negatif oleh
masyarakat .Tidak menutup kemungkinan hal tersebut terjadi karena pada kenyataannya saja
yang terjadi saat ini banyak sekali dampak negatif yang timbul akibat teknologi terutama media
sosial. Kasus penghinaan,pemerasan,pengancaman,pelecehan bahkan kekerasan pun bisa terjadi
dalam media sosial dan tidak hanya itu saja, kerugian materiil dan nyawa manusia pun juga



menjadi taruhannya .Saat ini teknologi informasi selain dapat memudahkan masyarakat dalam
kehidupan sehari-hari untuk mendapatkan kontribusi bagi kesejahteraan, teknologi informasi juga
sekaligus menjadi sarana yang sangat efektif untuk melakukan sebuah perbuatan melawan
hukum dan memunculkan sebuah tindak pidana baru. Baik berupa tindak pidana terhadap
confidentiality,intergrity ~ dan  availability ~ data atau sistem  komputer, seperti
hacking,cracking, phreaking,virruses,dan lain-lain. Maupun tindak pidana yang berhubungan dengan
menggunakan media teknologi informasi sebagai sebuah alat,seperti: cyberfraud,credit card
fraud,cyberpornography,cyberstalking, cyberterrorism,cyberbullying dan lain-lain.! Cyberbullying sendiri
atau bila dijabarkan terdapat dua kata yakni dari kata cyber dan bullying (bully). Cyber yang berarti
dunia maya dan bullying sendiri dalam etimologi bahasa Indonesia berarti penggertak,atau orang
yang menggangu orang lemah. > Bullying secara terminologi menurut Tattum yakni perilaku
negatif yang mengakibatkan seseorang dalam keadaan tidak nyaman atau terluk dan terjadi secara
berulang-ulang.Sementara itu menurut Roland, ia mengatakan “bahwa bullying yaitu perilaku
negatif yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang yang dimana dari hasil
perbuatannya menimbulkan kerugian kepada orang lain”.'Perbuatan cyberbullying sama dengan
perbuatan bully secara konvensional artinya yang membedakan hanya letak alat yang digunakan
untuk melakukan perbuatan bully 3Dapat dikatakan dalam kajian ini lebih menitikberatkan
perbuatan bully yang dilakukan di dunia maya yang dimana perbuatan tersebut mengandung
unsurpengancaman,penghinaan,pelecehan, kekerasan,menyudutkan,memojokkan,mendiskritipka
n dan bahkan dapat menghilangkan nyawa seseorang.

Perbuatan yang dapat menyebabkan kematian seseorang atau menghilangkan nyawa
seseorang dapat dikatakan bahwa perbuatan itu termasuk tindak pidana pembunuhan. Kasus
bully maupun cyberbullying tindakan pembunuhan tersebut dapat terjadi.Karena pada umumnya
korban yang mengalami bully baik melalui tempat-tempat umum ataupun duni maya mereka
akan mengalami tekanan verbal maupun verbal dan dorongan untuk melakukan bunuh diri
kemungkinan terjadi.* Menurut Pasal 345 KUHP yang menjelaskan bahwa : “Barangsiapa yang
sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri,menolong dalam perbuatan ini atau memberi sarana
kepadanya untuk itu,diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh
diri” Perbuatan cyberbullying ini bukanlah sebuah kasus biasa karena perbuatan tersebut dapat
berlanjut dan dapat menimbulkan gangguan psikis seseorang sehingga bagi korban yang telah
diperilakukan seperti itu kemungkinan dorongan untuk bunuh diri semakin besar.

Namun di Indonesia sendiri kasus cyberbullying masih belum banyak diketahui masyarakat.
Tidak hanya cyberbullying untuk cybercrime sendiri juga masih banyak masyarakat yang belum
paham dan mengerti arti dari cybercrime. Walaupun masih belum banyak diketahui masyarakat
mengenai kasus cyber ataupun cyberbullying tidak menutup kemungkinan bahwa kasus-kasus cyber
khususnya kasus-kasus cyberbullying kedepannya terjadi di Indonesia.Hal tersebut bisa dilihat
bagaimana etika masyarakat dalam menggunakan dunia maya. Kasus bully banyak sekali terjadi
di Indonesia dan rata-rata korban dan pelakunnya adalah anak-anak dan remaja.

1Sigid Suseno, Yuridiksi Tindak Pidana Siber,Radika Aditama,Bandung,2012,h.2

2 Novan Ardy Wiyani,Save Our Children ( School Bullying), AR-Ruzz Media,Banten,2015,h.12

3 Ibid.,

* Lamintangdan Theo Lamintang ,Delik-Delik Khusus (Kejahatan Terhadap Nyawa Tubuh &
Kesehatan).,Sinar Grafika,jakarta,2010.h.11,12



Oleh karena itu,dari beberapa uraian latar belakang diatas dalam penyusunan skripsi ini
penulis mengangkat sebuah permasalahan yaitu :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku cyberbullying yang mengakibatkan
kematian ?
2. Bagaimana tanggung jawab pidana terhadap pelaku cyberbullying yang mengakibatkan
kematian ?
Dan untuk menjawab permasalahan tersebut ,dalam hal ini penulis menggunakan metode
penelitian yang dimana terdiri dari jenis penelitian normatif (Normatif legal research),dengan
metode pendekatan undang-undang(Statute approach) dan pendekatan konsep (Conceptual
approach).

PEMBAHASAN
1.1 Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Cyberbullying Yang Mengakibatkan Kematian.
1.1.1. Pengaturan Hukum Cyberbullying Dalam KUHP

Dalam KUHP telah diatur mengenai ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana
cyberbullying walaupun tidak ada aturan yang dijelaskan secara spesifik. KUHP hanya
mengatur bagaimana seseorang melakukan penghinaan, pencemaran nama baik,
pemerasan atau pengancaman,kekerasan dan pelecehan. Adapun hal tersebut diatr dslam
KUHP yakni:

a. Penistaan (Pasal 310 ayat (1) KUHP)

“Seseorang yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang dengan

meuduh  sesuatu hal yang dengan maksud untuk diketahui umum,diancam,karena

pencemaran,dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga
ratus rupiah”. Dan dalam hal itu penghinaan itu harus dilakukan dengan cara

“menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu” dengan maksud disitu agar

tuduhan itu diketahui oleh orang banyak.

b. Penistaan dengan surat (Pasal 310 ayat (2) KUHP)

“dengan sengaja menyiarkan,mempertunjukan atau menempelkan di muka umum baik berupa

tulisan ataupun gambar maka diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau

denda paling banyak tiga ratus rupiah”. Menurut pasal ini jika tuduhan atau kata-kata
hinaan dilakukan dengan surat atau gambar maka perbuatan tersebut dapat dipidana.
c. Fitnah (Pasal 311 KUHP)

“Apabila terdapat seseorangmelakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dalam

hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar,tidak

membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuimaka dia
diancam karena melakukan fitnah,dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Hal ini
hakim akan mengadakan pemeriksaan apakah betul-betul penghinaan tersebut telah
dilakukan oleh terdakwa karena terdorong membela kepentingan umum atau membela
diri, Apabila hal tersebut dikarenakan pembelaan perbuatan tersebut tidak dapat
dipidana, namun apabila dalam pemeriksaan ternyata apa yang telah dituduhkan oleh
terdakwa itu tidak benar adanya, maka terdakwa tidak dapat disalahkan lagi, namun
akan tetapi dikenakan Pasal 311 KUHP.

d. Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP)



“Penghinaan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja yang dimana dalam perbuatannya
tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, baik dilakukan dimuka umum dengan lisan
atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan atau dengan
mengirimkan surat kepadanya,maka dapat dikenakan penghinaan ringan dengan pidana penjara
paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”. Pasal
tersebut menjelaskan bahwa seseorang melakukan perbuatan penghinaan yang ci
ucapkan secara lisan dengan mengumpat kata-kata tidak sepantasnya dapat dikatakan
masuk kedalam Pasal 315 KUHP

e. Pengaduan palsu atau pengaduan fitnah (Pasal 317 KUHP)
“Barangsiapa yang dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada
penguasa,baik secara tertulis maupun yang dituliskan,tentang seseorang sehingga kehormatan
atau nama baiknya terserang,diancam,karena melakukan pengaduan fitnah dengan pidana
penjara paling lama empat tahun”. Dapat dikatakan dalam Pasal tersebut orang yang
berusaha untuk mencemari nama baik seseorang maka ia akan dijerat dengan
menggunakan Pasal 317 KUHP

f. Perbuatan fitnah (Pasal 318 KUHP)
“Apabila terdapat seseorang yang dengan sengaja menimbulkan informasi secara palsu terhadap
seseorang maka dapat diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun” .Dalam Pasal
318 KUHP tepatnya pada ayat (1) menjelaskan bahwa orang yang dengan sengaja
melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan orang lain secara tidak benar terlibat
dalam suatu tindak pidana, misalnya: dengan diam-diam menaruhkan sesuatu barang
curian kedalam tas milik orang lain dengan maksud agar orang itu dituduh melakukan
perbuatan

Adapun kecuali passal-pasal penghinaan ataupun pencemaran nama baik yang telah diatur di
dalam KUHP.Terdapat pula pasal yang mengatur tentang pengancaman dan pemerasan.
Perbuatan yang mengandung ancaman kekerasan diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, Begitu
juga dalam Pasal 369 ayat (1) KUHP. Pasal 369 KUHP lebih berat ancaman pidananya. karena
delik pemerasan dianggap lebih ringan karena delik ini masuk kedalam delik aduan yang dimana
delik aduan bukan untuk meringankan ancaman pidana namun untuk melndungi korban. Selain
itu, jika seseorang secara melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan
atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, dapat
dikenakan Pasal 335 ayat (1) KUHP atas pengaduan korban.Aturan ini menjelaskan walaupun
hanya ancaman kekerasan atau belum terjadi kekerasan dapat dikenakan pasal 335 KUHP jika
unsur adanya paksaan dan ancaman ini terpenuhi. Dalam Pasal 336 KUHP juga dijelaskan bahwa
apabila terdapat pengancaman kekerasan dengan unsur pelecehankesusilaan atau berkaitan
dengan kejahatan terhadap nyawa secara terang-terangan ataupun secara tertulis,maka perbuatan
tersebut dapat dikenakan Pasal 336 KUHP. Perbuatan cyberbullying juga tidak lepas dengan
tindak pidana pelecehan seksual KUHP sendiri juga memuat delik kesusilaan khususnya yang
telah dijelaskan dalam Pasal 282 KUHP. Dalam Pasal 282 KUHP dapat dikatakan memiliki tiga
ayat yang dimana dalam ketiga unsur tersebut berbeda.Namun unsur pada ayat (1) lebih
menggambarkan bagaimana bentuk perbuatan tindak pornografi di media komunikasi ataupun
elektronik. Adapun unsur dalam Pasal 282 ayat (1) yakni :

a. Menyiarkan



b. Mempertunjukam
c. menempelkan
Namun bagaimana jika perbuatan tersebut membuat seseorang kehilangan nyawanya

akibat perbuatan tersebut ,adapun pasal-pasal di dalam KUHP yang memuat mengenai delik
pembunuhan yang telah dijelaskan didalam Bab XIX yakni seperti : Pasal 338 KUHP yang
menyatakan bahwa “Seseorang yang dengan sengaja telah merampas nyawa orang lain,maka dapat
diancam pidana penjara paling lama lima belas tahun,karena telah melakukan pembunuhan”.Tidak hanya
itu Pasal 340 KUHP yang lebih menjelaskan bagaimana bila seseorang tersebut dalam melakukan
perbuatannya dengan cara merencanakan terlebih dahulu yakni .“Barangsiapa sengaja dan dengan
rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain,diancamkarena pembunuhan dengan rencana
(moord),dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu,paling lama dua
puluh tahun.” dapat dikatakan korban dari cyberbullying akan merasa sangat maluketakutan
bahkan hingga dipresi dan kemungkinan dia untuk menghilangkan nyawanya sendiri dengan
secara terpaksa pasti akan terjadi.Adapun unsur tersebut di muat ke dalam Pasal 345 KUHP yang
menjelaskan bahwa “Apabila terdapat seseorang yang sebgaja mendorong orang lain untuk melakukan
bunuh diri,atau menolongnya,dalam perbuatan itu maka yang memberi sarana kepadanya diancam dengan
pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.

1.1.2. Pengaturan Hukum Cyberbullying Dalam Perlindungan Anak

Sistem pengaturan hukum anak berbeda dengan pengaturan hukum pada umumnya,
pengaturan hukum anak diatur lebih khusus dan terpisah dari KUHP. Terdapat prinsip-prinsip
perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak yang dimana sudah diatur didalam
konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan secara nasional . Konvensi
internasional itulah yang dijadikan sebagai acuan untuk Indonesia dalam menyelenggarakan atau
melaksanakan peradilan anak dan menjadi pedoman terhadap anak-anak yang berada didalam
sistem peradilan pidana. Adapun konvensi Internasional mengenai Hak-hak anak (Convention on
the rights of the child),Resolusi No0.109 tahn 1990. Dalam konvensi tersebut Indonesia telah
meratifikasi melaui Keppres No.36 Tahun 1990,yang dimana didalamnya dijelaskan bahwa negara
wajib memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam peradilan
anak juga mengenal adanya sebuah pendekatan diversi dan Restorative justice, diversi sendiri
diatur didalam Pasal 5 ayat(1) Undang-Undang Sistem Peradilan Anak , Dalam sistem peradilan
pidana anak juga mengenal dengan adanya restorative Justice yang dimana dalam konsep tersebut
merupakan sebuah upaya proses penyelesaian yang dimana melibatkan korban dan pelaku untuk
duduk bersama dalam suatu pertemuan dan saling berbicara. Di Indonesia sendiri konsep
restorative justice dapat dikatakan sebagai penyelesaian secara kekeluargaan®

Tidak ada yang lebih spesifik bagaimana anak atau remaja tersebut melakukan sebuah
perbuatan cybrbullying yang mengakibatkan kematian karena sesungguhnya setiap anak berhak
untuk hidup sama halnya di atur didalam Pasal 4 UU perlindungan Anak yang menyatakan
bahwa “Setiap anak berhak untuk dapat hidup,tumbuh,berkembang,dan berpartisipasi secara wajar sesuai
dengan harkat dan martabat kemanusiaan,serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
Karena pada umumnya di dalam UU Perlindungan Anak diatur perlindungan khusus untuk anak
sendiri,karena anak yang menjadi pelaku ataupun korban ia harus dikhususkan dalam sebuah
perlindungan.Perlindungan khusus diatur dalam Pasal 59 ayat (2) UU Perlindungan Anak.

® Marlina,Peradilan Anak di Indonesia,Rafika Aditama,Bandung,2009,h.180-181



1.1.3. Pengaturan Hukum Cyberbullying Dalam Hak Asasi Manusia

Ham sendiri dibangun dari prinsip kesetaraan yang dimana kesetaraan dapat menekankan
setiap manusia harus diperlakukan sama dalam situasi sama,apapun dan dimanapun maka
perlakuan harus sama begitu juga bila situasi berbeda maka perlakuan juga akan berbedaPelarang
terhadap diskriminasi juga sangat berperan penting dalam prinsip kesetaraan,bila dikaitkan maka
semua orang harus diperlakukan sama tanpa adanya perlkuan diskriminatif ,Prinsip tersebut juga
dikenal degan sebutan prinsip non-diskriminasi,dan prinsip ini secara tegas dimuat kedalam
International Bill Human Rights seperti UDHR,ICCPR,maupun ICESCR. Dalam Universal Declration
Of Human Rights diskriminasi bisa berupa ras,warna,kulit,jenis kelamin,bahasa,agama,pendapat
politik atau opini lainnya,nasionalitas atau kebangsaan,kepemilikan akan suatu benda,kelahiran
atau status lainnya.®

Pengaturan hukum HAM di Indonesia bisa dilihat di Undang-Undang No.39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia yang dimana terdapat aturan-aturan yang menjelaskan perbuatan-
perbuatan yang dimana dinilai telah melanggar hak seperti perlakuan diskriminasi,pencemaran
nama baik,pelecehan ataupun melakukan sebuah pengancaman .Tidak lepas dari perbuatan
cyberullying hal tersebut dijelaskan dalam aturan Pasal 29 UU HAM yang dimana bahwa :

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi ,keluarga,kehormatan,martabat,dan hak miliknya.

(2) Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada.

Apabila terdapat sebuah perbuatan yang dimana perbuatan tersebut telah mengancam rasa
aman seseorang untuk hidup tentram hal tersebut juga dapat dikatakan sudah melanggar
ketentuan aturan yang berlaku,hal itu di jelaskan dalam Pasal 30 UU HAM yakni “Setiap orang
berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau
tidak berbuat sesuatu.”Karena pada dasarnya setiap orang berhak mendapatkan rasa aman dan
tentram tanpa ada orang yang mengganggu,ancaman yang membuat seseorang ketakutan atau
bahkan sampai membuat orang tersebut dipresi sampai terpaksa mengakhiri nyawanya sendiri,
HAM sendiri juga mengatur hak hidup seseorang hal itu dijelaskan dalam Pasal 9 UU HAM.

1.1.4. Pengaturan Hukum Cyberbullying Dalam Undang-Undang Penyiaran
Adapun ketentuan yang diatur di dalam UU Penyiaran mengenai pelaksanaan siaran yang
dimana dalam Pasal 36 ayat (5) dan (6) menjelaskan bahwa “Isi siaran dilarang :

a. Bersifat fitnah,menghasut,menyesatkan,dan/atau bohong;
b. Menonjolkan unsur kekerasan,cabul,perjudian,penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau
c. Mempertentangkan suku,agama,ras,dan antar golongan.
Dan tidak hanya itu dalam Pasal 36 ayat (6) juga dijelaskan bahwa “siaran yang memuat isi
memperlokan,merendahkan, melecehkan,dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama,martabat manusia
Indonesia,atau merusak hubungan internasional dilarang”.
UU Penyiaran juga mengatur mengenai pedoman perilaku penyiaran yang dimana pedoman
tersebut dapat menjadi standar isi siaran yang diberikan kepada publik.Hal tersebut dijelaskan di
dalam Pasal 48 ayat (4) .

1.1.5. Pengaturan Hukum Cyberbullying Dalam Undang-Undang Pornografi

6 Andrey Sujatmoko,Hukum HAM dan Hukum Umaniter,Raja Grafindo Persada,]Jakarta,2015,h



Perbuatan cyberbullying juga dapat terjadi karena tindak pelecehan seksual yang dilakukan
pelaku terhadap korban.Tindakan tersebut telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor.44
Tahun 2008 tentang Pornografi.Dalam Pasal angka 1 UU Pornografi, pornografi dapat diartikan
sebagai” Sumber,sketsa,gambar, foto,ilstrasi, tulisan,suara,bunyi,gambarbergerak,animasi,kartun,percakapan,
gerak tubuh,atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi atau pertunjukan di
muka umum.Perbuatan tersebut bisa memuat pencabulan ataupun eksploitasi seksual yang telah melanggar
norma kesusilaan dalam masyarakat”

UU Pornografi merupakan Lex Specialis dari KUHP,yang dimana dalam aturan tersebut
terdapat aturan-aturan mengenai tindak pidana pornografi yang di atur dalam Pasal 29 sampai
dengan Pasal 41 UU Pornografi.Khususnya pada Pasal 29 UU Pornografi dapat dikatan pasal
tersebut mempunyai unsur yang sama dengan Pasal 282 KUHP.Adapun rumusan Pasal 29 UU
Pornografi yakni “Apabila terdapat seseorang yang telah
memproduksi,membuat,memperbanyak, menggandakan, menyebar
luaskan, menyiarkan,mengimpor,mengekspor,menawarkan, memperjualbelikan,menyewakan,atau
menyediakan pornogafi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) maka dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 6 (enm) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sediki
Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar
rupiah) .Dapat dikatakan rumusan pada Pasal 29 UU pornografi lebih luas dibandingkan dengan
rumusan yang terdapat pada Pasal 282 KUHP dan ancaman pidana pada Pasal 29 UU pornografi
lebih berat dan terdapat minimum khusus’

Perbuatan cyberbullyring sendiri juga tidak terlepas dengan adanya pelecehan
seksual korban dari perbuatan tersebut menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan pelaku
di media komunikasi ataupun internet yang dimana korban merasa malu ketakutan atau bahkan
dipresi hingga terpaksa menghilangkan nyawanya sendiri dengan cara bunuh diri.Tidak lepas
dari itu dalam UU Pornografi juga terdapat aturan yang menyatakan bahwa apabila pelaku
melibatkan anak didalam perbuatanya ia dapat dijerat dengan Pasal 37 UU Pornografi yakni
“Orang yang telah melibatkan anak di dalam kegiatan dan.atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana seagaimana dimaksud dalam Pasal 29,Pasal
30,Pasal 31,Pasal 32,Pasal 34,Pasal 35,dan Pasal 36,ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman
pidananya”. Dalam UU pornografi belum terdapat aturan yang jelas bagaimana bila seseorang
yang dirugikan akibat tindakan pornografi tersebut meninggal dunia

1.1.6. Pengaturan Hukum Cyberbulling Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi

Elektronik

Tindak pidana dibidang informasi dan transaksi elektronik telah diatur didalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ,yang sebagaimana
telah diubah kedalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Informasi dan
Transaksi Elektronik. Namun pada tahun 2009 tedapat sebuah gagasan untuk merevisi UU ITE
karena dalam UU ITE tersebut terdapat banyak kasus yang memicu kontroversi yang berkaitan
dengan penyampaian secara digital. Adapun transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum

7 Andi Hamzah,Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP, Sinar Grafika,Jakarta,2015,h.60



yang telah dilakukan dengan menggunakan komputer ,jaringan komputer,dan/atau media
elektronik .8

Pasal 27 ayat (3) UU ITE menyatakan bahwa “ Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak telah
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Dalam
Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan delik aduan dimana suatu perkara dapat diproses hukum
apabila ada pengaduan dari orang yang menjadi korban penghinaan di media sosial. Pasal
tersebut hanya menjelaskan siapa yang telah melakukan sebuah penghiaan dan pencemarran
nama baik didalam media sosial tidak secara spesifik bagaimana jika korban sampai kehilangan
nyawanya. Dan disebutkan bahwa dalam hal perbuatan penghinaan di media sosial pasti tidak
sendiri dalam arti perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dan sangatlah jelas bahwa
perbuatan tersebut mengandung unsur medepleger,tidak hanya itu unsur pleger dalam perbuatan
tersebut juga akan terlihat.? itu unsur pleger dalam perbuatan tersebut juga akan terlihat. 1°

Kemudian dalam Pasal 27 ayat (4) UU ITE juga dijelaskan bahwa “ Orang yang telah
melakukan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman bersifat
sengaja dan tanpa hak maka dapat dipidana.”' Dalam pasal tersebut juga tidak diatur secara spesifik
hanya berisi muatan pemerasan dan pengancaman yang dilakukan dalam media
sosial.Cyberbullying dalam UU ITE tidak terdapat unsur yang jelas yang dimana unsur tersebut
hanya terdapat unsur penghinaan, pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan.
Sedangkan jenis cyberbullying tidak hanya mengandung unsur penghinaan, pencemaran nama
baik, pengancaman dan pemerasan saja. Dalam Pasal 27 ayat (3) dan (4) UU ITE tidak ada kalimat
yang menyangkut unsur dari Flaming, Harassment (gangguan), Impersonation (peniruan), Outing
(menyebarkan rahasia orang lain), Trickery (tipu daya), Exclusion (pengeluaran), Cyberstalking. '
UU ITE juga terdapat aturan yang mengatur perbuatan pengancaman,hal tersebut dijelaskan
dalam Pasal 29 UU ITE bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi
elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan
secara pribadi” Pasal tersebut sering dikaitkan dengan Pasal 45B UU ITE 2016 yang menyatakan
bahwa “orang yang dengan sengajatelah melakukan mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen
elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.Aturan tersebut tidak masuk
kedalam delik aduan melainkan delik biasa,yang dimana setiap orang dapat melaporkan
perbuatan ancaman tersebut kapan saja

1.2. Tanggung Jawab Pidana Terhadap Pelaku Cyberbullying Yang Mengakibatkan
Kematian

8 Ruslann Renggong, Hukum Pidana Khusus (memahami delik-delik di luar
KUHP),Kencana,Jakarta,2017,h.272

? Dian Marta, Kebijakn Kriminal Terhadap Tindak pidana Intimidasi di Internet (cyberbullying) sebagai
kejahatan mayantara (cybercrime) ,Skripsi,Semarang,2015

19 Ibid,.

1 Budi Suhariyan, Budi Suhariyan ,Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime),Raja Grafindo

Persada,Jakarta 2012 ,h.15

12 Ibid,.



Tanggung Jawab merupakan kemampuan bertanggung jawab seseorang dalam
mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah ia lakukan.KUHP sendiri tidak terdapat aturan
yang mengatur secara tegas kemampuan dalam hal bertanggung jawab. Dalam Pasal 44 ayat (1)
KUHP hanya menjelaskan kapan seseorang tidak mampu untuk dipertanggung jawabkan
perbuatanya agar tidak dapat dipidana. Pasal tersebut menyatakan bahwa “Barangsiapa melakukan
perbuatan yang tidak dapat dipertangqungjawbkan padanya,disebabkan karena jiwanya cacat dalam
tumbuhnya (gebrekkige ontwikkeling) atau tergangqu karena penyakit (ziekeljing storing),tidak dipidana.”
Sistem pertanggungjawaban pidana tidak jauh dari delik atau tindak pidana. Salah satu unsur
tindak pidana adalah wederrechtelijkheid atau biasa dikenal dengan sifat melanggar hukum.Karena
pada dasarnya tindak pidana tidak lepas dari sifat melanggar hukum(wederrechtelijkheid,onrec
htmatigheid) Penyebutan sifat melanggar hukum dapat dikatakan menimbulkan beberapa
pendapat mengenai arti dari “melanggar hukum” dalam beberapa pasal,yakni seperti :

1. Melanggar hukum (objektif);

2. Melanggra hak (subjektif) orang lain;

3. Tanpa hak apapun.’®
Tindak pidana dalam KUHP ataupun diluar KUHP sendiri digolongkan kedalam beberapa
golongan dan salah satunya adalah ,yaitu golongan kejahatan(misdrijven) yang dimana terdapat
dalam buku ke-II,dan golongan yang dikatakan sebagai pelanggaran(overtredingen) yang terdapat
dalam buku ke-III. Penggolongan tersebut dianggap penting karena dalam buku ke I dijelaskan
bahwa terdapat ketentuan yang hanya berlaku terhadap kejahatan,misalnya tentang percobaan
(poging) dan penyertaan (deelneming).!*

1.2.1. Percobaan Dalam Tindak Pidana

Percobaan didalam peraturan perundang-undang tidak dijelaskan secara spesifik dan apa yang
telah dimuat dalam Pasal 53 KUHP merupakan suatu ketentuan yang hanya berkaitan dengan
syarat-syarat percobaan pada suatu perbuatan.Percobaan merupakan suatu yang dapat
memperluas tindak pidana atau dapat dikatakan sebuah tindak pidana yang berbentuk
khusus,artinya bila mengenai tindak pidana,tindak pidana tidak lepas dari pertanggung jawaban
pidana dari pelaku dan pemidanaanya.Karenanya,percobaan adalah sebuah tindakan tercela dan
layak dipidana.’® Tidak hanya itu didalam Pasal 54 KUHP juga dijelaskan bahwa “mencoba
melakukan pelanggaran tidak dipidana”. Dapat dikatakan dalam kedua pasal tersebut bila diartikan
percobaan yang dilakukan dengan kejahatan percobaan tersebut dapat dipidana,namun bila
percobaan tersebut dilakukan karena pelanggaran perbuatan tersebut tidak dapat dipidana.
1.2.2. Penyertaan Dalam Tindak Pidana

Hukum pidana juga mengenal adanya penyertaan,kata “penyertaan” didalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia merupakan sebuah proses, cara, perbuatan yang menyrtakan atau dapat
dikatakan perbuatan ikut serta (mengikuti). Dapat dikatakan penyertaan merupakan suatu
tindakan turut sertanya seseorang atau lebih yang telah melakukan suatu tindak pidana.
Penyertaan atau yang lebih dikenal dengan delik penyertaan hal tersebut diatur kedalam Pasal 55
KUHP dan Pasal 56 KUHP yang dimana dari kedua Pasal tersebut dapat dikatakan KUHP telah
membagi golongan peserta terhadap penyertaan ini,pembagian tersebut yaitu:

a. Mereka yang melakukan (Pleger)

13 Wirdjono Prodjodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia,Refika Aditama,2003,h.2
14 Ibid,.h.4
1> Wirjono Projodikoro,Percobaan Dan Penyertaan,Raja Grafindo,Jakarta,2011,h.107
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1.2.3.

Pleger merupakan orang yang karena perbuatanyalah yang melahirkan tindak pidana
tersebut tanpa adanya perbuatan yang dilakukan pelaku maka tindak pidana tersebut
tidak akan terwujud.Dapat dikatakan pelaku tersebut dapat dikatakan sebagai pleger
apabila didalam perbuatannya mengandung unsur tndak pidana,

Mereka yang menyuruh melakukan (Doen Pleger)

Doen Pleger lebih dijelaskan dalam Pasal 55 KUHP yang menyatakan bahwa terdapat
orang yang menyuruh melakukan perbuatan tersebut maka masuk kedalam penyerta
an.Menyuruh melakukan dapat terjadi apabila terdapat seseorang yang menyuruh pelaku
untuk melakukan sebuah tindak pidana.Dapat dikatakan pelaku disini hanya dijadikan
alat saja,karena pelaku tidak mengetahui ilmu hukum atau dampak apa yang akan terjadi
apabila pelaku melakukan perbuatan tersebut,dan seolah-olah ia dikendalikan penuh oleh
pelaku dalam hal perbuatannya.

Turut serta melakukan (Medepleger)

KUHP dalam hal ini tidak ada penjelasan terhadap orang yang telah turut serta melakukan
suatu tindak pidana.

Orang yang sengaja menganjurkan (Uitlokker)

Orang yang sengaja menganjurkan atau dikenal sebagai Uilokker adalah apabila terdapat
orang yang sengaja menyuruh orang lain guna untuk mwujudkan keinginanya dalam
memenuhi perbuatannya.'Pasal 55 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwa orang yang sengaja
menganjurkan seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana telah memenuhi unsur
objektif dan subjketif. Rumusan ini dapat disimpulkan mereka yang telah memberikan
sesuatu atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaanya,atau telah
memberi kesempatan,dan dengan sengajanmenganjurkan orang lain supaya mau
melakukan perbuatan tersebut.!”

Pembantuan (Medeplichtige)

Pembantuan dijelaskan dalam Pasal 56 KUHP yang dimana dalam penjelasan tersebut
dapat disimpulkan bahwa terdapat dua jenis pembantuan,yaitu dengan sengaja memberi
bantuan pada saat kejahatan dilakukan dan dengan sengaja memberikan bantuan untuk
melakukan atau mewujudkan kejahatan. Dalam memahami Pasal tersebut,terdapat Pasal
yang berkaitan dengan Pasal 56 KUHP yakni apa yang telah dijelaskan dalam Pasal 57 ayat

“"

(4) yang menjelaskan bahwa “ wuntuk menentukan suatu hukum bagi pembntu, hanya
memperhatikan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja memudahkan seseorang sebagai
pembantu serta akibatnya”.Dalam hal dengan sengaja memudahkan merupakan perbuatan
yang dianggap memudahkan pelaku untuk melakukan sebuah kejahatan baik dalam

bentuk materiil ataupun immaterial.'®

Tempus ET Locus Delicti

Tindak pidana juga berhubungan dengan waktu dan tempat ,yang dimana perbuatan tersebut

merupakan sebuah unsur yang menentukan kapan dan dimana tempat teradinya sebuah

perbuatan pidana karena hal ini dapat menjadikan bukti terhadap perbuatan yang dilakuka

pelaku. Locus atau yang disebut dengan tempat terjadinya tindak pidana terdapat empat macam

16 Adami Chazawi,Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa h.112
17 Ibid,.
8T aden Marpaung,Asas Teori Praktek Hukum Pidana, Sinar Grafika,Jakarta,2005 h.83
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asas yang dimana hal tersebut diberlakukan di Indonesia. Bila dikaitkan dengan asas yang
diberlakukan di Indonesia dalam kasus cyberbullying ,asas teritorial lah yang dapat dikaitkan. Asas
Teritorial (Territorialiteitsbeginsel) merupakan asas yang diatur dalam Pasal 2 KUHP yang dimana
dalam aturan tersebut menyatakan aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku
bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam wilayah Indonesia.'” Begitu halnya
dengan waktu terjadinya tindak pidana atau tempus. Tempus diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP,
dalam ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa tempus sangat berkaitan dengan asas legalitas.
Cyberbullying dalam hal tempus juga sangat berpengaruh dalam hal pembuktiankapan pelaku
melakukan perbuatannya.

1.24. Pemidanaan dan Sanksi Pidana

Sistem pemidanaan merupakan bagian penting dalam hal menetapkan sanksi,sanksi sendiri
masuk kedalam tujuan pemidanaan Pemidanaan merupakan sebuah tahap penetapan sanksi dan
juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Sanksi dapat dibedakan kedalam dua macam
yakni sanksi tindakan dan sanksi pidana,yang dimana kedua sanksi tersebut harus saling
berkaitan.Dapat dikatakan sanksi pidana maupun sanksi tindakan merupakan sebuah ide dasar
atau konsep double track system,artinya sebuah konsep dengan menggunakan keduanya dalam
kedudukan yang setara. Sanksi pidana dari teori reteributif dikatakan memiliki kelemahan dari
segi prinsip proporrsionalitas tanggung jawab si pelaku kejahatan atas perbuatannya.Dalam teori
retributif pemidanaan merupakan suatu perbuatan yang menghargai manusia sebagai individu
yang telah matang dalam hal bertanggung jawab sendiri atas perilaku dan tindakan-
tindakannya.Tanggung jawab tersebut yang dapat menentukan berat atau ringannya pemidanaan
yang akan dijatuhkan.?

Sanksi tindakan dan sanksi pidana pada umumnya memiliki sumber yang sama yaitu dari
ide dasar yang berbeda,dengan kata lain sanksi pidana lebih bersifat reaktif terhadap suatu
perbuatan,sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku yang telah
melakukan perbuatan pidana.Dengan kata lain,sanksi pidana lebih mengikat kepada perbuatan
salah seseorang lewat penderitaan dengan maksud memberikan efek jera,dan untuk sanksi
tindakan sendiri lebih terarah memberikan sebuah upaya pertolongan agar orang yang melakukan
perbuatan pidana dapat berubah. Sanksi pidana sendiri terdapat beberapa macam yang dimana
telah dijelaskan didalam KUHP dalam Pasal 10 yang menjelaskan jenis-jenis pidana. Jenis-jenis
pidana sendiri dibedakan kedalam dua macam yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana
pokok sendiri seperti :

a. Pidana mati;

b. Pidana penjara;

c. Pidana kurungan;

d. Pidana denda;

e. Pidana tutupan (KUHP terjemahan BPHN,bedasarkan Undang-undang No.20 Tahun
1946).

Sedangkan untuk pidana tambahan sendiri seperti :
a. Pencabutan hak-hak tertentu;
b. Perampasan barang-barang tertentu;

19 Bambang Poernomo,4sas-Asas Hukum Pidana,Ghalia Indonesia,Y ogyakarta,1992,h58
2 Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana,Raja Grafindo,Jakarta,2003,h.28
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c. Pengumuman putusan hakim.

Berbeda dengan pemidanaan orang dewasa,dalam konteks sistem pemidanaan anak lebih
diatur khusus. Begitu juga dengan jenis-jenis pidana yang telah diatur dalam UU SPPA. Sanksi
pidana anak sangat berbeda dengan sanksi pada orang dewasa,dapat dikatakan sanksi tersebut
juga merupakan suatu tujuan pemidanaan dalam hukum pidana.Namun yang perlu diketahui
disini,dalam hal pemidanaan anak tujuan pemidanaan anak tidak dapat disamakan dengan tujuan
pemidanaan pada orang dewasa,karena dianggap tidak sesuai bagi seorang anak yang dalam
tindakannya memiliki karakterisitik tersendiri yang berbeda dengan orang dewasa. Dalam KUHP
sendiri mengatur mengenai sistem pemidanaan anak yang dimana batas usia dibawah 16 tahun
sebagai orang yang di kategorikan anak sebagai pelaku tindak pidana tanpa memberikan batas
usia terendah.Sistem pemberian sanksi terhadap anak juga menganut sistem double track system
seperti sistem pemidanaan pada umumnya.

Dalam penjatuhan sanksi menurut UU SPPA seorang pelaku tindak pidana anak dapat
dikenakan dua jenis sanksi yakni sanksi tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur
di bawah 14 tahun dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke
atas.Hal tersebut dijelaskan dalam UU SPPA dalam Pasal 69 ayat (2) . Sanksi tindakan sendiri
diatur dalam Pasal 82 UU SPPA yang menjelaskan bahwa sanksi yang dapat dikenakan kepada
anak meliputi :

a. Pengembalian kepada orang tua atau wali;

b. Penyerahan kepada seseorang;

c. Perawatan di rumah sakit jiwa;

d. Perawatan di LPKS

e. Kewajiban mengikuti pendidikan formaldan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau

badan swasta;

f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau

g. Perbaikan akibat tindak pidana.

Begitu juga dengan sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana anak
yang terbagi menjadi dua yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.Berbeda dengan pidana
pokok dan pidana tambahan orang dewasa,karena dalam Pasal 71 UU SPPA dijelaskan bila pidana
pokok terdiri dari :

a. Pidana peringatan;

b. Pidana dengan syarat yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga,pelayanan masyarakat,atau

pengawasan;

c. Pelatihan kerja;

d. Pembinaan dalam lembaga;

e. Penjara.

Pidana tambahan terdiri dari :
a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau;
b. Pemenuhan kewajiban adat.

Ketentuan diatas dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pidana peringatan merupaka pidana ringan yang tidak memiliki pembatasan kebebasan

anak hal tersebut diatur dalam Pasal 172 UU SPPA.

2. Pidana dengan syarat,merupakan pidana dengan memiliki syarat yangdapat dijatuhkan

oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
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3. Pidana pembatasan kebebasan dapat diberlakukan dalam hal jka anak melakukan sebuah
tindak pidana berat atau tindak pidana yang dizertai kekerasan.Pidana tersebut dapat
dijatuhkan kepada anak paling lama %2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjra yang
diancamkann terhadap orang dewasa. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 79 UU SPPA.

4. Pembinaan dalam lembaga,pidana pembinaan ini dilakukan di tempat lembaga seperti
pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang telah diselenggarakan baik oleh swasta
ataupun pemerintah.Pembinaan ini dijatuhkan kepada anak apabila keadaan dan
perbuatan anak dianggap tidak membahayakan masyarakat.pembinaan tersebut dilakukan
paling singkat 3(tiga) bulan dan paling lama 24 (dua ppuluh empat) bulan.Anak yang telah
menjlani %2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang
dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.hal
tersebut dijelaskan dalam Pasal 80 UU SPPA.

5. Pidana penjara,pidana penajara merupakan ketntuan minimum khusus pidana penjara
yang tidak berlaku terhadap anak.Namun dalam ketentuan mengenai pidana penjara
dalam KUHP juga tetap berlaku terhadap anak sepanjang tidak bertentangan dengan
dengan UU SPPA,anak dapat dijatuhi pidana penjara di LPKA atau Lembaga Pembinaan
Khusus Anak apabila keadaan dan perbuatan anak dapat membahayakan
masyarakat.Pidana penjara dijatuhkan kepada anak paling lama %2 (satu perdua) dari
maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Sedangkan pidana tambahan dapat dijabarkan yaitu:

a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana yang telah dilakukan.

b. Pemenuhan kewajiban adat,pemenuhan kewajiban adat disini merupakan sebuah
kewajiban membayar denda atau tindakan yang harus dipenuhi sesuai dengan norma
adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak
membahayakan kesehatan fisik dan mental anak.

Dalam ketentuan Pasal 82 UU SPPA sanksi tindakan juga dapat dijatuhkan terhadapanak seperti :

1. Pengembalian kepada orang tua atau wali.

2. Penyerahan kepada seseorang,tindakan tersebut dilakukan untuk kepentingan anak yang
bersangkutan seperti halnya yang telah dijelaskan dalam Pasal 83 ayat (1),yang dimana
dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa penyerahan kepada seseorang adalah
penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap,berkelakuan baik,dan bertanggung
jawab,oleh hakim serta dipercaya oleh anak.

3. Perawatan di rumah sakit jiwa.Tindakan ini diberikan kepada anak apabila anak tersebut
ketika dalam melakukan tindak pidana telah mengalami gangguan jiwa atau penyakit
jiwa.

4. Perawtan di LPKSjtindakan ini dijatuhkan terhadap anak paling lama 1 (satu)
tahun,tindakan tersebut dimaksudkan untuk membantu orang tua atau wali dalam
mendidik dan memberikan bimbingan kepada anak.Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal
83 ayat (2) UU SPPA.

5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal atau pelatihan kerja yang diadakan oleh swasta
ataupun pemerintah dan tindakan tersebut oaling lama 1(satu) tahun.?!

2l Evan Tjiang,Jurnal skripsi Sistem Pidana Dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia,Bandung,2014,h.68-69.
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Dalam cyberullying untuk penjatuhan pidana juga berlaku Asas Lex specialis legi generali yang
merupakan asas yang penting dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang dimana asas ini menjelaskan
bahwa semua unsur-unsur suatu rumusan delik terdapat atau ditemukan kembali di dalam
peraturan yang lain,sedangkan peraturan khusus disamping semua unsur-unsur peraturan yang
umum dan memuat satu atau beberapa unsur lain. Bila dikaitkan dengan cyberbullying dapat
dikatakan bahwa terdapat peraturan umum yang berupa KUHP dan peraturan khusus yang
berupa UU ITE,UU Perlindungan Anak,UU SPPA,UU HAM,UU Penyiaran dan UU Pornografi.
Dalam hal ini apabila seseorang telah melakukan perbuatan pencemaran nama
baik ,pengancaman,ataupun pelecehan yang dimana dilakukan dengan media perantara
elektronik maka berlakukalah UU ITE,dan jika dalam perbuatannya mengakibatkan kematian
maka dapat dikaitkan dengan peraturan yang ada didalam KUHP mengenai delik pembunuhan.
Begitu juga apabila pelaku adalah anak maka UU Perlindungan anak dan UU SPPA diberlakukan
juga dalam perbuatan tersebut tersebut.

1.2.,5. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Cyberbullying Yang Mengakibatkan Kematian Dalam
UUITE

Sanksi pidana terhadap pelaku cyberbullying yang mengakibatkan kematian dalam UU ITE
belum ada,UU ITE hanya mengatur perbuatan pencemaran nama baik ,pengancaman, ataupun
pelecehan yang dimana dilakukan dengan media perantara elektronik maka pelaku dapat
dikenakan Pasal 27 ayat (1) , (3), (4) UU ITE, Pasal 28 ayat (2) , Pasal 29 UU ITE ,Pasal 45A dan
Pasal 45B UU ITE 2016. Aturan-aturan tersebut tidak menjelaskan adanya unsur yang
mengakibatkan kematian,hanya terdapat unsur penghinaan,pencemaran nama baik,pengancaman
dan kekerasan saja yang dapat dipidana penjara atau denda. Adapun ancaman pidana yang
dijelaskan di dalam UU ITE 2016 pada Pasal 45 ayat (1), (3), (4) yakni :

1) Bila adapun terdapat orang yang telah melakukan sebagaimana yang telah diatur di dalam
Pasal 27 ayat (1) yang dimana memiliki muatan melanggar kesusilaan maka dapat
dipidana paling lama enam (6) tahun penjara atau denda sebanyak Rp.1 miliar.

2) Bila terdapat orang telah melakukan perbuatan yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (3)
yang dimana memiiki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik maka dapat
dipidana penjara paling lama empat (4) tahun atau denda sebanyak Rp.750 juta.

3) Begitu juga yang memuat pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana telah diatur
dalam Pasal 27 ayat (4) dapat dipidana penjara paling lama enam (6) tahun atau denda
sebanyak Rp.1 miliar

Adapun ancaman pidana yang telah dijelaskan dalam Pasal 45A ayat (2) yang dimana
siapapun yang menyebarkan informasi yang dtunjukan untuk menyebar kebencian sebagaimana
yang telah diatur dalam Pasal 28 ayat (2) dapat dipidana penjara paling lama enam (6) tahun atau
denda sebanyak Rp.1 miliar.Tidak hanya itu dalam Pasal 45B juga memuat ancaman pidana
apabila terdapat seseorang yang telah melakukan pengancaman dengan unsur kekerasan atau
menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 29
maka dapat dipidana penjara paling lama empat (4) tahun atau denda Rp.750 juta.yang telah
dijelaskan dalam aturan tersebut, yakni dipidana dengan pidana penjara paling lama empat (4)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp.750 juta
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PENUTUP

1.3. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap pelaku cyberbullying yang mengakibatkan kematian,terdiri

dari yakni :

a.

KUHP (Pasal 310,Pasal 311,Pasal 315,Pasal 317,Pasal 282,Pasal 318,Pasal 335,Pasal
336,Pasal 368,Pasal 369,Pasal 338,Pasal 340,Pasal 345).
Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah
diubah Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Perlindungan Anak
(Pasal 4,Pasal 13 ayat (1) ,Pasal 17) dan Konvensi Hak Anak.
Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 9,Pasal 23 ayat
(2),Pasal 29,Pasal 30,Pasal 41 ayat (2) dan Universal Declaration Of Human
Rights,Konvensi Hak-Hak Sipil Politik dan Hak-Hak Ekonomi Budaya.
Undang-Undang No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Pasal 36 ayat (5),(6),Pasal 48
ayat (4).
Undang-Undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Pasal 1,Pasal 29,Pasal 35,Pasal
36,dan Pasal 37).
Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
sebagaimana telah diubah Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan
Informasi dan Transaksi Elektronik.
Tanggung Jawab pidana terhadap pelaku cyberbullying yang mengakibatkan kematian
dapat dikenakan ancaman pidana bedasarkan Pasal 27 ayat (1) , (3), (4) UU ITE, Pasal 28
ayat (2) , Pasal 29 UU ITE ,Pasal 45A dan Pasal 45B UU ITE 2016 sebagai peraturan yang
bersifat khusus. Namun tidak terdapat pasal mana yang lebih dapat memberatkan
pelaku apabila pelaku dalam perbuatannya telah mengakibatkan kematian.

2.1. Saran

1.

Dalam hal peningkatan supremasi hukum,maka RKUHP hendaknya mengatur pula
perbuatan cyberbullying. Perlu adanya aturan tersendiri yang memuat cyberbullying.
Sehingga tidak terdapat kekosongan dalam pengaturan hukum mengenai aturan yang
dapat menjerat pelaku cyberbullying yang mengakibatkan kematian seseorangkarena
dalam hal ini pelaku sama saja sudah melakukan sebuah tindak pidana pembunuhan.
Dalam hal ini perlu adanya ancaman pidana dalam undang-undang yang terkait dengan
cyberbullying, dimana ancaman pidana yang lebih berat sebagai salah satu bentuk upaya
prevensi pemerintah dalam penanggulangan cyberbullying.
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